
BUPATI MUNA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMORTAHUN2015

TENTANGPEDOMAN UMUM PENGELOLA/.N ALOKASI DANA DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
2015

Menimb^g a.

BUPATI MUNA,
bahwa suinber-sumber keuangan Desa dari Alokasi Dana Desa serta

agi HasU Pajak dan Retribsi Daerah perlu dikelola berdas'arkan
^as-asas tata pemerintahan yang baik serta dilakukan dengan tert^
oan disiplin anggai-an; ^
bahwa agar sumber-sumber pendapatan desa tersebut dapat dikelola
dngan ba^ d^perlukan Pedon^an Un,um Pengelolaan Dana De^
lokasi Daiia Desa,, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah-

sebagainiana d.malcsud hurtif a
p , . ' menetapkaii Peraturan Bupati Muna tentaneedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015;

SerTr^'ff n"?"" Penabentukan Daerah-
Tahun 1959%! Sulawesi (Lerabaran Negara Republik Indonesia
Indonesia NomorT822) Negara Republik

Pembentukan Peraturan
M (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

3 UT' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)-
RenuTl^ (Lembaran NegL

rv 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran NefaraRepublik Indonesia Nomor 5495);

Pemernuaha:, Daerah(Lembc^an Negai-a Republ.k Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Neg^u-a ReptlbUk Indonesia Nomo,- 5587)'
sebagaim^.a telah d.ubal, dengan Undahg-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Uudang
Undang Nomor 2Tahun 2014 tentang Perubahan atas ^"^g Undlg

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
r^Tl '̂ ^P^bUk Indonesia Tahun 2015 Nomor24Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657)-5. Peratoan Pemerintali Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Umbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

b.

c.

Mengingat



/ Pemeiintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa vang
Ne"ar Repu^rf Belanja Negara (Lembara^egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan
Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 5694)- .7. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 1 T^hun 2014 tentane
Pembentukan - Produk Hulcum Daerah (Berita Negara P
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); -pubhk8. Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 113 Tahim 9ni4 <- .

^S37'° 4r;r„r
9. Peraturan Menteri Desa. Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi Nomor 5 Tahun 201 s d dan

t32o" NoT.'̂ T
2007 tentang

IST"^oiZTZn^zidiubah dengan Perat:.ra:rerah" Kab^^en Llr^r
2012 (Lembaran Daer.Ji Kabupaten Muna Tahun 20^9 N .
ra„M,™ oaer,^ ZZ, 4, ' '

l.Peratura.. Daerah Kabupaten Muna Nomor 10 Tahun 2014 tentan
An2^^ Kabupaten Muna Tahun
^noT^O T D^evah Kabupaten Muna Tahun ^"4Nomor 10, Famoahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor loj

MEMUTUSKAN:

^ =ro=„r=r """"
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengaii;
1. Daerah. adalah Kabupaten Muna.
2. Pemenntah Daerali adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.

6.

SsebufSet td^l'w "'r selanjutnya
heru, f kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah vane
^"1:' pemerintahan, TepeTtinZ
trariU- r berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
RepubUk h.Zesia, dihom.ati dalam sistem pemenntahan Negara Kesatuan

?eTa™IlfBTda°'r P«nyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh PemerintahDesa dan Badan Permusyawaratan Desa dalain mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormaU dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia



Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Kecamatan adalah wilayah keija Carnal sebagai Perangkat Daerah.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang
mempakan pei-wujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
kebutuhan ^-^an mempakan mitra Pemerintahaai Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

11. Perangkat Desa adalah alat kelengkapan Pemerintah Desa yang terdiri dan Sekretans
Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Dusun.

12. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republ^
Indonesia yang memegang kelcuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepubUk Indonesia Tahun
1945. „ _

13. Rencank Pembangvinan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa,
adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah
kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, dan
prograjm;.dan program prioritas kewilayahan disertai dengan rencana keija.

14. Rencana Keija Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jaiigka waktu 1 (satu) tahun.

15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan
pemerintalian desa yang dapat dinilcii dengan uang teimasuk didalamnya segala bentuk
kekayaan yang bcrhubungan dengan hak dan. kewajiban Desa tersebut.

16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer ijielalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan,dan
pemberdayaan masyarakat.

17. Alokasi Dana Desa yang sel^jutnya disingkat ADD, adalah Dana Perimbangan yang
ditenma kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten/Kota setelah dikxirangi Dana Alokasi Khusus.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah
rencana keuangan tahun-^r Pemerintahan Desa.

19. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
unluk keperluajT daercili bagi scbesar besaiTiya kemal-cmuran rakyat.

20. Relfibusi Daerah ytmg selanjuLnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayarajT atas jasa atau pcmbcrian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kependngan orang pribadi atau Badan .

21. Alokasi Dana Desa Khusus selanjutnya disebut ADD Khusus, adalah dana yang
dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Muna untuk pelaksanaan program khusus di
Desa dalam wilayah Kabupaten Muna.

22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan desa. , w rm-ovn

23 Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKU,
adalah Selcretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa
untuk melalcsanakan pengelolaan keuangan desa yang ditatapkan dengan Peraturan

24 Bendahtu-a adalali perangkat dcsu yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menyimpan, menyetorkan, mcnata usahakan, membayarkan, dan mempertanggung

25.

jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa m^npakibatkan
Belanja Desa yang bersifat mengikat adalah pengeluaran kas desa yang mengakibatkan



7

/
^ /26 konsekuensi dan peqanjian yang dibuat oleh desa

/ • beb"' Pengeluaran kas desa yang mengaMbatkan
Desa swajerta pembayaran honorarium BTO RT ^RKd^ B
melaics^akan program yang wajib bagr Pemerintah Desa.
engelolaan adalah kesc'uruhaii proses keeiatan vana v

penganggai-a, pelaksanaan dan panatausahaf^ dh/ Perencanaan dan
seria pengawasan progran^. yang L.b ba^trerintth™.

Pengembangan^Snfbi^g^!^penJd™dr'pMi '̂r^^^^ PeneUtian,
rg~rp~^^^^^
rencanakeuangantahunanpemerintal.daeraliva^J'Jrh'̂ H''Pemerintah DaeraJi dan Dewan Ppwakilan R i ^ bersama oleh
Peraturan Daerah Pe^akUan Ralq^at Daerah. dan d.tetapkan dengan

27.

28.

29.

(1)

(2)

BAB II

maksud dan TUJUAN

Pasal 2

Desa dalam mewujudkan tata kelola ken pembmaan Pemerintah
mewujudkan tata kelola keuangan Pemerint^^^^De^ Pemerintahan Desa dalam

b. memberikan pedoman d^l^rr. - • /Desayang baik;
Tujuan diterbitkannya pedoman seba^ ^ '̂̂ ^elolaan Keuangan Desa di daerah.
a. diperolehnya ke^st^l'L, Jl ^^alah:

Desa yang bersumber dan PendapatrLTr Pengelolaan keuangan
Bag: Hasil Pajak Daerah, Bagi hL^ Re'̂ ^bus'n T
pendapatan Desa lamnva yang scbaS
sesuai kel.entuai:i yaiig berlaku; penenmaan Keuangan Desa

scsuai kewenangannya dengan optimal

serta penanggulangan kemisiidnan. ^ ^ l<^alitas hidup manusia

b.

c.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah
a. Sumber Dana

b. Pedoman Pengelolaan ADD Tahun Anggaran 2015

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 4



y

Pasal 5

/ ADD Desa Tahun Anggai-an 2015 meruptikan pendapatan Pemerintah Desa melalui transfer
dan Kas daerah Kabupaten Muna ke Kas Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang
APBDesa Tahun Anggaran 2015

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB V

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DESA

Pasal 6

Kepala Desa berkedudukan sebagai Pemcgang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang
dipisahkan, misalnya Badan Usaha Milik Desa(3) Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk menetapkan:
a. kebijakan pelaksanaaii APE Desa;
b. kebijalvan pengelolaai-i kekayaan Desa;
c. Kuasa Penggiina Anggaran/l^cngguna Barang Desa;
d. Bendahara PenerimaGn dan/atau Bendahara Pcngeluarcm;
e. pejabat yang melal^ukan penerimaan Desa;
f. pejabat yang mengeloia bai-aiig milik Desa;
g. pejabat yang menguji tagihan dan memerintahkan pembayaran

(4) Kepaia Desa dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada
Sekretans Desa selaku koordinator pengelola keuangan desa.

Pasal 7

Selcretaris Desa merabaiitu Kepala Desa menyusun kebijakan dan mengkordinasikaji
penyelenggaraan urusan Hcmerintali Desa termasuk pengelolaan keuangan Desa.
Dalam rnelaksanakan tugasnya penyelenggai aan pengelolaan Keuangan Desa, Sekretaris
Desa mempunyai tugas koordinasi, yaitu;
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Desa, dan barang miUk

Desa;
b. penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan Perubahan APB Desa;
c. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubaha^ APB Desa,

dan Pert -^nggung jawaban Pelaksanaan APB Desa;
d. tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan penyusunan Rencana

Keiaa Pemerintah (RKP) Desa, serta pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
^^esa;

e. penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban
pelaksanaan APB Desa;

f. men5aapkan petunjuk pelaksanaan APB Desa dan pengelolaan barang milik Desa;
Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas koordinasi pengelolaan keuangan Desa
lainnya berdasarkan Icuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
Sekretaris Desa dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan
urusan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Desa.

(5) Dalam melalvsanakai^ tugasnya sebagai kordinator pengelolaan keuangan Desa,
Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok:
a. koordinator pelaksanaan keuangan desa;

- b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa;
c. melakukan verifUcasi Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ-Keuangan) yang

dibuat oleh Bendahara Desa;
d. membuat laporan penggunaan dana setiap bulan dan secara berkala kepada Kepala

Desa; dan



e.
/

/ ST"-»*».-p"- d„.

pelaksanaanAPBDesa ^esa dalam rangka(7) Bendahara Desa ditunjuk dan ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa.

BAB VI
besaran alokasi iceuangan desa

V

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa Khusus (ADD)

Pasal 8

Anggaran SoSlbesTRp.'sO.o'Jo.OOO.- '̂De^^^^^^ Tahun
(Uma Pialuh Juta Rupiah)

PasaJ 9

'" 2:«Z.7».Tfr" y-, «.u.„
penggunaannya diprioritesk^^nt^k-bersumber dari ADD,a. bela^ja barang daa jasa yang meliputi-

i. belanja bahan paJcai habis kantor (ATKI-
belanja rapat;

3. belanja operasional BPD;
4. belanja operasional RT;
5. honor Bendahara Desa; dan
6. honor operator Desa;

b. biayapeijalanan dinas:
1. belanja perjalanan dinas dalam Daerah; dan

beldnja perjalanan dinas luar Daerah.
- c. belanja modcil peralataa kantor

"• SrSS'.reLiir; Kepi, o..,
b. bimbingan teknis penmgkatan kapasitas Kepala Desa-

™ s.;r„"rB.d„
"" o,..,

a. belanja rehabilitasi kantor Desa;
b. belanja bantuan keuangan PKK;
C. belanja bantuan pernbinaan anak dan remaja; dan
cl. belanja pelaksanaan lomba Desa tingkat Kecamatan.

Bagifcin Kedua
Dana Desa

Pasal 10



Perencanaan penenmaan keuangan Pemerintah Desa dari Dana Desa tercermin dalam
PB Desa yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku

c. belanjaATK;
d. belanja rapat;
e. belanja perjalanan dinas;

1. peijalanan dinas dalam Daerah; dan
2. peijalanan dinas luar Daerah

h. belanja modal peralatan kantor. '

a. belLja -habuTa^K^irDeTa^LS^ertTm^^^
b. belanja pembangunan infrastruktur Desa;
c. belanja bantuan pembinaan anak dan remaja; dan
dp belanja bantuan keuangan untuk kegiatan PKK.

Bela:.ja"LsraTauTrSra!"DlL''̂ en?r.^ Pendapatan dan atauBelanja Desa. ™ ahan Anggaran Pendapatan dan
Rancangan APB Desa dan pembuatan apr n u
bersama dengan BPD. * harus mendapatkan persetujuan

caundangkan oleh Sekretaris

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(1)

(2)

(3)

Pasal 11

dana dari BPMPD. ' rekomendasi pencairan

di»i.pk„ d™ si,Tpb "r™"
Perubahan APB Desa. ^ ^ Peraturan Desa tentang

Pasal 12

(1)

(2)

(3)

permohonan pencairan dana kepada Bupati melalui

bjkt """""
rekomendasi pencairan dana oleh BPMPD, pihak Kecamatan

syarat '̂p^c^r'̂ 'dt^^^^ -ekapitulas. laporan penggunaan dana sebelumnya sebagai



(4)

(5)

(6J

(7)

(8)

(9j

A—

pr^rz;Lip™rru"rk.
J SSnSr;™; D».;
c. belanjaATK;
d. belanja rapat;
e. belanja pc^-jalanan dinas;

1. Perjalanan dinas dalam Daerah; dan
2. peijaJanan dinas luar Daerah.

g. Perangkat Desa;
h. belanja modaJ peralatan kanto^r dan aparatur Desa; '
Biaya perbaikan sarEina dan Dra<?nt-TM'. •*-

ss: L";r

APB Desa ditetapkan daiam Perah,r..n n
Belanja Desa ata,., Peraturan Desa tentlnVpe™? Pendapatan dan atau
Belanja Desa. ® erubahan Anggaran Pendapatan dan
Rancangan APB n(->oT , u
bersama dengan BPD. mendapatkan persetujuan
Apabila Rancansajn APR n^=.co ^

persetujuan dari BPD n.aka:::iarAptSes'a7a^u:rr.T -endapatkanSebelum diundanf?{<-fln t?o^ tahun sebelumnya.Pemb^an APB Desa harus driSran^v^uaToleh'T^
Daeraii. °leh T™ Evaluasi APB Desa Pemerintah

Desa serta^!:c^Ck '̂da?am ^iundangkan oieh Sekretaris
Pasal 1]

(IJ

(2)

(3)
-°crnt"

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

KepaiaB^ra^gTem^t^a '̂o l^^P^da Bupati melalui
berkas oleh pihak Kecamatan. dilal^ukan pemeriksaan kelengkapan

^PMPD, pihak Kecan^atan
syarat pencairan dana. Penggunaan dana sebelumnya sebagai

terpenuhi m^rpr^sTpl'Lr '̂ri^tea P) tidak



(2)

(3)

(4)

PasaJ 13

"l™. "•"* D«. s«,„al

^Xirrrerrot^r-' °=" - «-«-> p-.
aii.k.„u,„ d«„ 2 H„.|

Pemenntah Desa membuat pemyataaii bemLrr'' ^etelah
e anggung jawab penuh atas penggunaan dan- kesediaan untuk

dokumen dan surat permohonan t disalurkan dengan dUampiri
menyatakan telah diverifikasi oleh Canfaf ^an .Kep^a Desa serta surat

(1)

Pasal 14

- - - — o„.

Pasal 15

Hal lainnya yang bersifat teknis dnip,^
Desa d^tetapka. dengan gan kepada Pen^erintah

BAB VllNATA usahaan penerimaan dan pengeluaran

. • Bagian Kesatu
^ Penenmaaii Keuaiigaii Desa

PasaJ 16

(2)

(3)

^^^^^^usatiaari penerimaan Hot-i

(2) Dokumen penatausaliaan penerinT,an .1 oleh Pemenntah Desa.
Desa tentang APB Desa atau Peratu.an Oel '̂̂ LnTanTp^nS^nl^^^^^ -

Bagian Kedua

Peng"sulan Pencairan Dana

fl)

(2)

Pasal 17

atau^.rr?eLXi^^ei2 Permintaan Pembayaran (SPP)



/

ayat (M dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
() Seluruh dokumen SPP atau surat permohonan pencairan dana diarsipkan dan

ditatausah^an oleh Bendhara Desa

Pasal 18

(1) Besaran untuk pencmran dana sebaga^mana dimal^sud dalam Pasal 17 disesuaikan
dengan jadwal kegiatan di Desa. uibesuaiKan(2) Penode usulan untuk pencairan dana dapat dilakukan sebagai berikuf

- Bag: Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi dapat dUakukan daJam 2(dua)

a. keadaan yang mendesak serta hartis atau mengikat; dan
ketersediaan alokasi keuangan.

Pasal 19

Dokumen surat permintaan pe.nbavaran fSPP)
disampaikan kepada camat untuk diferikisai permohonan pencairan dana

Pasal 20

(2) Pemerintahan
-a.:

'• :::rnr^:dr ^^^^^.rkan dan
^lana sesuai ketentuan

Pasal 21

" -^e^buat
°"T ditandatangani oleh Kepala Badan PMPD atas nama

Aset Dal^ ' ' Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan
(3) AsH surat permohonan pencairan dana disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan

clat'lntn r tembusannya disampaikan kepa^sniat, Inspektur, Desa dan BPD bersangl^utan

s;e™"r.*r;BpS'" """• -»p-.
Pasal 22

Pencairan dana dilalmkan melalui transfer keuangan daii Kas Daerah Pemerintah Daerah ke
Rekenmg Giro Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

[7]

(8)

Bagian Ketiga
Pertanggung Jawaban Keuangan

Pasal 23

Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa atas beban APB Desa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
Bukti dukungan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
Pengeluaran kas Desa yang injngakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan
sebelum Rancangan Peraturcui Desa Lcniang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.

Pengeluaran kas Desa tidak termasuk untTik beianja Desa yang bersifat mengikat dan
belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
BendaJiara Desa sebagai wajib pungut Pajal< Penghasila^i (Pph) dan pajak lainnya, wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongcm cUm pajak yang dipungutnya ke rekening kas
negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Bendahara Desa wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang yang menjadi
tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada Kepala
Desa.

Setiap penenmaan dan pengeluaran keuangan yang berasal dari keuangan Desa dicatat
dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu sesuai ketentuan yang berlaku.
Setiap pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan
bukti pengeluaran sesuai ketentuan yang berlakoi.
Bendahara Desa mernbuat laporaii penenmaai:i dan pengeluaran keuangan sebagaimana
dunaksud pada ayat (2) dengan melampirkan bukti bukti kepada Kepala Desa sesuai
ketentuan yang berlaku.
Dokumen yang digunakan Bendahara Desa dalam melaksanakan penatauuahaan
pengeluaran meliputi :
a. Buku Kas Umum;
b. Buku Kas Pembantu Per Rincian Obyek Penerimaan;
c. Bul<n_i Kas Pembantu Per Rincian Obyek Pengeluaran desertai dengan bukti bukti

pengeluaran yang sah, serta bukti penyetoran pajak ke kas negara; dan
d. Buku Kas hariah Pembantu.

Dokumen-dokumen yang dibuat oleh Bendahara Desa merupakan bahan atau dasar
pembuatan laporan berkala dan laporan akhir Penggunaan Dana yang dibuat dan
disampaikan oleh PTPKD kepada Tim Pendamping Kecamatan.
Surat pertanggung jawaban keuangan beserta bukti dukungannya diperiksa dan
disahkan oleh Sekretaris Desa.

Selumh asli dokumen surat pertanggung jawaban keuangan beserta data dukungannya
didokumentasikan dan disimpan oleh Sekretaris Desa di Kantor Desa.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 25

(1) Pelaporan diperlukan dalam rangka :
a. mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penatausahaan keuangan Desa;
b. pengendalian kegiatan; dan
c. penyempumaan dan perbaikan kebijakan pengelolaan keuangan Desa.
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^(2) Bentuk laporan keuangrn ineliputi :

lap::: «"^sa.-an a.au be.up.
b. neraca;
c- laporan ai'us kas;

'• ^an
(3) Laporan keuan^an Des'i sphna-ii • . i- penggunaanya.

scbelum ciiajukan dalam benLuk (2) dipenksa oleh Iiispcktorai
Dcsa kepada BPD. ^ Perhiiungan APB

Keputusan
Bupati melalui BPMPi) palin., |-,nil)-,i% i":''™''
dueiapkan. ' ^ l<-.-ja setelah Pcraturan Dcsa

Pasal 26

berikumya. ^ "ulan Januari lahun anggaran
Hasu to"2i'aXi:: scJ:::; eagi
a. laporan berkala, yaiu. laporan men-onai De|.,|..., .. .

fuLm seUap buiannya yang mcmLicU rcalis-tsi'V ' clana yang dibuai
Oesa :dan " icahsasi pencnmaan dan realisasi belanja APB

b, laporan akhir pcn[i<^iin?i'in ri-n-^
Penycrapan dana, n^.ai;.-, .!:n!; Pcrkc.bangan pclaksanaan dan
Penggunaan, dana. ' it kotncndasi pcnyrlcsaian hasil akhir

(oj Pcnyampaiitn lai)()r--in ,-,-...1;..., ,•

Kliu.u.di!akukunscM.unkeLcn'Lucm'ya^^ i<^uangan atau ADD

BAB [X

KETirNTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya PcraLuran Bupmi
tentang Pcdoman Uimm'i Pok.ksaruu
berlakii.

Pasai 27

. inakii Pv.\-, "'in Bupati Muna Nomor 9 Tahun 2014
"' '>«> dicabui dan dinyalak.•»n tidak
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Pasal 28

Peraturan mi mulai beiiaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengelahu.nya, mcmeriniahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempalannya dalam Berita Daercih Kabiipalen Muna

Diundmigkan di Raha
pada tanggal

SEKRETARIS DAICRAI

NURDIN PAMONE

20 IS

.PiLetapkan di Raha
pada tanggal

DDIN

berita DAER.AH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR

2015



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR [3

TANOGAL

TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA TAHUN 2015

RINCIAN PENGGUNAAK ALOKASI DANA DESA (AJDD) TAHUN ANGGARAN 2015

Belafija B&fang dan Jasa

1 Belanja Bahan Pakai Habis Kaiitor
2 Belanja Rapat
3 Belanja Operasional BPD
4 Belanja Operasional RT
5 Honor Bendahara Desa

6 Honor Operator Desa

13.000.000

B Biaya Peijalanan Dlnas

|| C Belanja Modal Peralatan Kantor
4.000.000

1.000.000

I

f

i

i

a

I

I

I

D Belanja Penlngkatan SDM Masyarakat dan Aparatur Desa

E Biaya Perbaikan Sarana dan Prasarana serta

Pengembangan Kelembagaan Desa

1 Belanja Perbaikan Kantor
2 Belanja Bantuan Keuangan PKK

3 Belanaj Bantuan Pembinaan Analc

dan Remaja
4 Belanja Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan

JUMLAH PENERIMAAN

MUNA,

21.000.000

11.000.000

50.000.000

AHARUDDIN


